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Dengan hormat,
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Kesemuanya adalah Konsultan Hukum/Advekat pada kantor hukum REFLY HARUN &
PARTNERS, yang beralamat di Jalan Musyawarah I Nomor 10, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
11530, yang selanjutnya disebut sebagai “PENERIMA KUASA”, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 16 Maret 2018 (terlampir), dengan ini baik secara bersama maupun sendiri

bertindak untuk dan atas nama :

REFLY HARUN & PARTNERS

CONSTITUTIONAL LAW OFFICES
(] SENGKETA PEMILU/PILKADA [ ] PENGUJIAN UNDANG-UNDANG [ ] SENGKETA LEMBAGANEGARA [ ] SENGKETA/OPINI HUKUM TATA NEGARA



1. Nama :  Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah

Kristen Jawa Barat (Yayasan BPSMK-JB), yang
dalam hal ini diwakili oleh Ketua Yayasan,
Soekendra Mulyadi dan Sekertaris Yayasan, Toto

Lukito Sairoen.

Alamat : JL. Ir. H. Juanda No. 93, Kota Bandung, Provinsi
Jawa Barat.
Selanjutnya disebut sebagai...........cevievverereiniccrinissinerisissennen. PEMOHON (Bukti P-1 dan
Bukti P-2

Mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi

Perusahaan-perusahaan Milik Belanda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1690) terhadap Pasal

28D Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (Bukti P-3)

A. PENDAHULUAN

/=

Bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia menandai beralihnya sistem hukum
Indonesia, dari hukum kolonial ke hukum nasional. Proses peralihan tersebut juga
berimplikasi pada pengelolaan aset-aset ekonomi yang sebelumnya berada dalam

penguasaan bangsa penjajah menjadi dalam cakupan penguasaan bangsa Indonesia;

Bahwa langkah menasionalisasikan aset milik asing, terutama aset warga negara
Belanda merupakan upaya negara meneguhkan kedaulatan ckonomi nasionai dan
mempercepat perwujudan visi membangun negara Indonesia merdeka, yaitu

masyarakat adil dan makmur;

Bahwa ketentuan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (seianjutnya disebut “UUD 19457), mengamanatkan pencapaian dari
penguasaan negara adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan
menghapuskan kepemilikan atau penguasaan tanah oleh perusahaan-perusahaan

asing (pasca kemerdekaan);



. Bahwa secara legal formal, proses nasionalisasi didasarkan pada Undang-undang
Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda
(selanjutnya disebut “UU No. 86/1958”);

. Bahwa keberadaan Pasal 1 UU No. 86/1958 yang berbunyi “Perusahaan-perusahaan
milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia yang akan ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah dikenakan nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik
yang penuh dan bebas Negara Republik Indonesia”, tidak memberikan jaminan
kepastian hukum scbagaimana yang telah dijamin dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD
1945;

. Bahwa Pemohon yang secara sah menguasai lahan atau aset milik Het Christelijk
Lyceum (HCL) yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda No. 93, Bandung, Provinsi Jawa
Barat (dahulu Jalan Dago No. 81) menghadapi persoalan hukum yang
verkepanjangan sebagai akibat dari adanya tuntutan atau gugatan hukum dari
Perkumpulan Lyceum Kristen yang mengklaim pemilik dari aset Het Christelijk

Lyceum (HCL) yang teiah dinasionalisasi cleh pemerintah;

. Bahwa keberadaan frasa “bebas™ dalam ketentuan Pasal 1 UU No. 86 Tahun 1958,
seharusnya tidak hanya ditafsirkan terbatas (restriktif) “bebas” dalam konteks
kepemilikan dan penguasaan negara, melainkan ditafsirkan meluas (ekstensif)

“bebas” dari segala tuntutan hukum;

. Bahwa dalam konteks sebagaimana disebutkan di atas, maka ketentuan Pasal 1 UU
No. 86 Tahun 1958 telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur
dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi
Republik  Indonesia  (selanjutnya  disebut “Mahkamah™) perlu  menguji

konstitusionalitas pasal dan ayat a quo;



B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

10.

1 B

Bahwa Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan
oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan
militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah

Konstitusi™;

Bahwa selanjutnya Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar,
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan
oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai pelitik, dan memuius

perselisihan tentang hasii pemilihan umum?™;

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah berwenang melakukan pengujian
undang-undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telab
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya
disebut “UU MK?™) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 9 Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yang
menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

12. Bahwa Mahkamah dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of

the Constitution). Apabila terdapat undang-undang yang bertentangan dengan
konstitusi, Mahkamah dapat menyatakannya tidak memiliki kekuatan hukum yang
mengikat, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian dari undang-undang

tersebut;



13. Bahwa karena objek permohonan pengujian ini adalah UU No. 86/1958, maka

Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo;

C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

14. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 3 Peraturan
Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara
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16.

Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang

menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan cleh berlakunya

undang-undang, yaitu:

a
b

Perorangan warga negara Indonesia;

Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalam undang-undang:

Badan hukum publik atau privat;

Lembaga negara;

Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa “Yang dimaksud
dengan “hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 19457,

Dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan 010/PUU-III/2005, Mahkamah

berpendapat bahwa kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu

undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK harus 1emenuhi lima (5) syarat,

yaitu :

Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah
dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;

Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan terjadi;

Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan

berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
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18.

19.

20.

e Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka

kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi ;

Bahwa Pemohon merupakan Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen
Jawa Barat (Yayasan BPSMK-JB), berdasarkan Akta 23, tanggal 11 Desember 2007,
yang dibuat di hadapan Notaris Mommy Halim., S.H., dan telah didaftarkan pada
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan AHU-
62.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 2 Januari 2008 (Bukti P-4 dan Bukti P-5);

Bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (4) Anggaran Dasar Yayasan BPSMK-JB,
menyatakan “Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di iuvar Pengadilan
tentang segala hal dan dalam segala hal”, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua

Yayasan, Soekendra Mulyadi dan Sekertaris Yayasan, Toto Lukito Sairoen;

Bahwa Pemohon merupakan badan hukum Yayasan yang mempunyai maksud dan

tujuan di bidang sosial dan keagamaan;

Bahwa Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Yayasan BPSMK-JB
menyatakan imaksud dan tujuan Yayasan BPSMK-JB meliputi:

Pasal 3 ayat (1) Anggaran Dasar Yayasan BPSMK-JB

“Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai
berikut:

Di bidang sosial:

Lembega formal dan non formal,;

o @

Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Wreda,

Rumah Sakit, Poliklinik, dan Laboratorium,

o o

Pembinaan Olahraga,

Penelitian di bidang ilmu pengetahuan;
f.  Studi banding;

g. Pendidikan Fomal dan Non Formal”



Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Yayasan BPSMK-JB

“Di bidang Keagamaan:

a. Mendirikan sarana ibadah;
b. Meningkatkan pemahaman keagamaan, dan

c. Studi banding keagamaan™;

21. Bahwa sebagai badan hukum yayasan, Pemohon memiliki hak-hak konstitusional,

antara lain sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

22. Bahwa keberadaan Pasal 1 UU No. 86 Tahun 1958 telah merugikan hak

23.

24

konstitusional Pemohon, karena tidak memberikan kepastian hukum atas aset bekas
milik Het Christelijk Lyceum (HCL) yang telah dinasionasilasi dan penguasaannya

telah beralih dari negara kepada Pemohon;

Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan. Ir. H. Djuanda No. 93, Kota
Bandung (dahulu Jalan Dago No. 81) telah dinasionalisasi berdasarkan ketentuan
UU No. 86 Tahun 1958, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
50 Tahun 1960 Tentang Larangan Organisasi-Organisasi dan Pengawasan Terhadap
Perusahaan-Perusahaan Orang Asing Tertentu, Peraturan Presidium Kabinet
Dwikora Republik Indonesia Nomor: 5/Prk/1965 dan telah dimasukkan ke dalam
Asct Bekas Asing/Cina sebagaimana terdaftar dalam lampiran I Surai Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nemor: S-394/MK.3/1989, tanggal 12 April 1989
yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 188/PMK.06/2008
tentang Asset Bekas Milik Asing/Cina, tanggal 20 November 2008;

Bahwa pada tanggal 19 Desember 2003, negara melalui Pgs, Direktur Jenderal
Penggaraan Departemen Keuangan Republik Indonesia (sekarang Kementerian
Keuangan), menerbitkan Surat Nomor: S-6712/MK.2/2003, yang melepaskan hak
penguasaan negara atas aset milik asing di Jalan. Ir. H. Djuanda No. 93, Kota
Bandung (dahulu Jalan Dago No. 81) kepada Yayasan BPSMK-JB (Bukti P-6);



25,

26.

Bahwa penguasaan negara terhadap aset milik asing di Jalan. Ir. H. Djuanda No. 93,
Kota Bandung (dahulu Jalan Dago No. 81), tidak memberikan kepastian hukum
pada Pemohon, karena Perkumpulan Lyceum Kristen yang mengklaim sebagai
penerus Het Christelijk Lyceum (HCL) beberapa kali memenangi gugatan sengketa
kepemilikan aset Het Christelijk Lyceum (HCL) di badan peradilan, baik itu di
Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, sampai

dengan di tingkat Mahkamah Agung (upaya hukum peninjauan kembali);

Bahwa seharusnya Het Christelijk Lyceum (HCL) maupun Perkumpulan Lyceum
Kristen tidak mendapatkan legitimasi dari kekuasaan kehakiman (Mahkamah Agung
dan badan peradilan di bawahnnya), sebab keberadaannya terlarang di Indonesia.
Hal itu merujuk pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 50
Tahun 1960 Tentang Larangan Organisasi-organisasi dan Pengawasan Terhadap
Perusahaan-perusahaan Orang Asing Tertentu (selanjutnya disebut “Perppu No. 50
Tahun 1960), yang menegaskan dihapuskannya hubungan diplomatik pemerintah

Indonesia dengan Kerajaan Belanda;

27. Bahwa secara faktual, Pemohon menghadapi gugatan hukum secara terus menerus

28.

dari Perkumpulan Lyceum Kristen (dari 1991 sampai dengan 2018), yang tidak
hanya menimbulkan beban finansial yang besar, tapi juga menghambat upaya
Pemohon dalam keikutsertaannya mempercepat atau mewujudkan tujuan negara

“mencerdaskan kehidupan bangsa”;

Bahwa akibat dari gugatan hukum secara terus menerus, Sekolah Menengah Atas
Kristen Dago (selanjutnya disebut “SMAK Dago”) yang dikelola oleh Pemohon yang
duhulunya sempat menjadi sekolah favorit di Kota Bandung mengalami penurunan
jumlah peserta didik dari tahun ke tahun. Bahkan pada tahun ajaran 2017/2018,
SMAK Dago hanya memiliki 18 (delapan belas) peserta didik. Lebili lengkapnya
berikut data penurunan jumlah peserta didik SMAK Dago dari tahun ke tahun:



Data Penurunan Jumlah Murid SMAK Dago

Jumlah=VINric

1970 1.100

1980 1.200
1900 600
2000 200
SMAK Dago 2010 100
2011 40
2017 11
2018 18

29. Dengan argumentasi hukum sebagaimana tercantum di atas, Pemohon merasa hak
konstitusionalnya telah dirugikan, setidaknya hak untuk mendapatkan perlindungan
dan kepastian hukum yang adil sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D Ayat (1)

UUD 1945;

30. Bahwa ketentuan Pasal 1 UU No. 86 Tahun 1958 lebih lanjut akan Pemohon

jabarkan dalam pokok permohonan;

31. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (/egal
standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 1 UU No. 86 Tahun 1958

tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Miliki Belanda.

. POKOK PERMOHONAN

32. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1958 telah diundangkan Undang-undang Nomor
86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 162, Tambahan
L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 1690);

33. Bahwa UU No. 86 Tahun 1958 memuat ketentuan Pasal 1, yang berbunyi :

Pasal 1 UU No. 86 Tahun 1958
“Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia
yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dikenakan nasionalisasi dan

dinyatakan menjadi milik yang penuh dan bebas Negara Republik Indonesia”



34.

Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 1 UU No. 86 Tahun 1958 bertentangan dengan
UUD 1945, khususnya dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945.

Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian

hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945

35,

36.

Bahwa Pasal 1 UU No. 86 Tahun 1958, yang yang memuat frasa “milik yang penuh
dan bebas Negara Republik Indonesia”, telah merugikan hak konstitusional
Pemohon, yaitu tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil (legal
certainty) dan mengingkari ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, yang

menyatakan:

Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian

hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Bahwa tidak adanya jaminan kepastian hukum yang adil (legal certainty) dalam
penerapan Pasal 1 Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 terkonfirmasi pada
terhambatnya upaya Pemohon dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai akibat
adanya tuntutan atau gugatan hukum secara terus menerus yang diajukan oleh
Perkumpulan Lyceum Kristen yang mengklaim sebagai penerus Het Christelijk

Lyceum (HCL);

10



37.

38.

39,

40.

41.

Bahwa dalam hal nasionalisasi aset asing, negara harus memastikan tegaknya
supremasi kedaulatannya (sovereignty) melalui kepemilikan terhadap aset asing dan

menutup ruang pengajuan tuntutan, atau gugatan hukum dari pihak manapun;

Bahwa pengecualian yang membebaskan “aset nasionalisasi” dari segala tuntutan,
atau gugatan dari pihak manapun tersebut merupakan pengejawantahan dari
ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, yang mengamanatkan “Bumi dan air dan

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besar

kemakmuran rakyat”;

Bahwa berdasarkan ketentuan Paragraf 4 Resolusi Majelis Umum Persatuan Bangsa-
Bangsa tentang Kedaulatan Permanen atas Sumber Daya Alam Nomor 1803 Tahun
1962 atau United Nations General Assembly Resolution on Permanent Sovereignty
over Natural Resources (selanjutnya disebut “Resolusi PBB Nomor 1803 Tahun
1962”) dan doktrin “Eminent Domain”, nasionalisasi perusahaan asing dapat
dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: (1) penentuan tujuan
nasionalisasi, yaitu terkhusus untuk kepentingan publik; (2) dilakukan berdasarkan
hukum; (3) dengan kompensasi atau ganti rugi; dan {4) penyelesaian tentang

kompensasi apabila timbul masalah hukum;

Bahwa secara faktual, pemerintah Indonesia telah melalui seluruh tahapan
sebagaimana diatur dalam Resolusi PBB Nomor 1803 Tahun 1962, dimulai dari
tahapan penentuan tujuan penasionalisasian sampai dengan tahapan penyelesaian
kompensasi atau ganti rugi. Dengan terselesainya tahapan yang panjang dan
berjenjang tersebut, maka sudah semestinya negara menutup kemungkinan

digjukannya tuntutan, atau gugatan hukum dari pihak manapun;

Bahwa lebih lanjut tindakan nasionalisasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia
pernah diadili di Bremen Court of Appeal atas “Kasus Tembakau Bremen” (Bremen
Tobacco Case) yang kemudian menjadi justifikasi nasionalisasi. /n casu, Pemerintah
menghadapi gugatan yang diajukan oleh mantan pemilik NV Verenigde Deli
Maatschappijen dan NV Senembah Maatschappij yang telah dinasionalisasikan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1959 tentang Penentuan

Perusahaan Pertanian Perkebunan Tembakau Milik Belanda (selanjutnya disebut “PP

11



42,

43.

44,

45.

46.

No. 4 Tahun 1959”) tanggal 23 Februari 1959. Pihak penggugat tidak mengakui
keabsahan nasionalisasi dengan alasan nasionalisasi tersebut bertentangan dengan
asas-asas hukum internasional dan melanggar ketertiban umum (public order) dalam
hukum perdata internasional. Perkara ini dimenangkan oleh Indonesia dan menjadi
landmark case atas justifikasi nasionalisasi dalam rangka dekolonialisasi (Rustanto,
Nasionalisasi dan Kompensasi, (tanpa tahun); Jean Stubbs, “El Habano and the
World It Has Shaped: Cuba, Connecticut, and Indonesia” dalam Cuban Studies 41,
2010).

Bahwa dengan merujuk pada putusan tersebut, maka nasionalisasi yang dilakukan
negara untuk kepentingan publik adalah sah dan tidak seharusnya menjadi objek

yang disengketakan di pengadilan;

Bahwa dalam memberikan jaminan kepastian hukum (legal certainty) yang melekat
pada negara maupun pembeli aset nasionalisasi (dalam hal ini Permohon), maka
keberadaan frasa “bebas™ dalam ketentuan Pasal 1 UU No. 86 Tahun 1958,
seyogyanya tidak hanya ditafsirkan terbatas (restriktif) “bebas”™ dalam konteks
kepemilikan dan penguasaan negara, melainkan *“bebas™ dari segala tuntutan atau

gugatan hukum;

Bahwa selain itu, perluasan tafsir frasa “bebas” dalam ketentuan Pasal 1 UU No. 86
Tahun 1958 juga sejalan dengan ketentuan Pasal 5 huruf e Undang-undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya
disebut “UU No. 12 Tahun 20117), yang mengharuskan peraturan perundang-
undangan memberikan manfaaat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara;

Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, maka frasa “bebas” sebagaimana diatur
dalam Pasal 1 UU No. 86 Tahun 1958 seharusnya diperluas tafsirnnya tidak hanya
bersoal kepemilikan dan penguasaan negara, melainkan “bebas” dari segala tuntutan

atau gugatan hukum;

Dengan demikian, ketentuan Pasal 1 UU No. 86 Tahun 1958 secara nyata telah
bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945;

12



47. Bahwa ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan bahwa “Bumi dan

air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat”. Sejalan dengan ketentuan yang merupakan landasan
konstitusional ekonomi nasional tersebut, maka setiap norma hukum harus bermuara

pada “kemakmuran rakyat”;

48. Bahwa menilik politik hukum berlakunya UU No. 86 Tahun 1958 melalui dasar
hukum pembentukannya, di antaranya Pasal 38 dan Pasal 38 Undang-Undang Dasar

Sementara Tahun 1950 (selanjutnya disebut *UUDS 19507). Berikut penjabarannya:

Pasal 28 UUDS 1950:
(1) Perekonomian disusun sebagai wusaha bersama berdasar atas azas
kekeluargaan.
(2) Tjabang-tiabang produksi jang penting bagi Negara dan jang menguasai
hadjar hidup orang banjak dikuasai oleh Negara.
(3) Bumi dan air dan kekajaan alam jang terkandung di dalamnja dikuasasi oleh

Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakjat.”

Pasal 39 UUDS 1950
(1) Keluarga berhak atas perlindungan oleh masjarakat dan Negara.

(2) Fakir-miskin dan anak-anak jang terlantar diperlihara oleh Negara.”

49, Bahwa embrio dari nasionalisasi adalah “Indonesianisasi” yang diejawantahkan
dalam UU No. 86 Tahun 1958. Politik hukum undang-undang ini semata-mata
ditujukan untuk memperkuat perekonomian nasional dan menunjukkan kemandirian
eckonomi demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat demi menegakkan harkat
martabat bangsa (Vide Wasino, “From A Colonial to A National Company: The
Nationalization of Western Private Plantation in Indonesia™ dalam Lembaga Sejarah

Vol. 13 No. 1,2017);
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50. Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 1 UU No. 86 Tahun 1958 yang memuat frasa
“bebas” terbatas soal kepemilikan dan penguasaan negara. Menurut Pemohon
ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 karena
menghambat tercapainya “kemakmuran dan kesejahteraan rakyat” dan berpotensi

menghilangkan penguasaan negara atas aset asing yang telah dinasionalisasi;

51. Bahwa dengan demikian berlandaskan pada ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945,
maka frasa “bebas” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang
No. 86 Tahun 1958 seharusnya dimaknai meluas “bebas™ dari segala tuntutan atau

gugatan hukum;

52. Bahwa selanjutnya, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim
Konstitusi agar ketentuan Pasal 1 UU No. 86 Tahun 1958 dinyatakan bertentangan
dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak
memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang frasa “bebas™ tidak dimakiai

bebas dari segala tuntutan atau gugatan hukum.

E. KESIMPULAN

53. Berdasarkan uraian di atas, Pemohon berkesimpulan sebagai berikut:
a. Mahkamah berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;
b. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan
permohonan perkara a quo;
c. Pasal 1 Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 bertentangan dengan UUD 1945

secara bersyarat.

F. PETITUM

54. Berdasarkan argumentasi yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti yang
dilampirkan dalam permohonan ini, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia
Majelis Hakim Konstitusi agar menerima dan memutus permohonan ini sebagai

berikut:
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1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Frasa “Bebas” dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 86
Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 162, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1690), yang selengkapnya
berbunyi :

“Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di wilayah Republik
Indonesia yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dikenakan
nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik yang penuh dan bebas Negara
Republik Indonesia” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki
kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat (conditionally

unconstitutional) bila tidak dimaknai: “Bebas dari segala tuntutan atau

gugatan hukum”

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

(98]

Atau, bilamana Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono).

HORMAT KAMI,
KUASA HUKUM PARA PEMOHON
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Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M. Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li.
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